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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi belum cukup memadai dalam 

mencegah kejahatan dunia maya (cyber crime). Hal dapat dilihat mengenai 

pertanggungjawaban pidana badan publik. Sebagai subjek hukum, badan 

publik dapat melakukan pertanggungjawaban hukum ketika terbukti 

memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan pidana. Namun demikian, di dalam 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi  

pertanggungjawaban hukum badan publik tidak diatur secara jelas dan tegas. 

Unsur “setiap orang” di dalam rumusan pasal 67 UUPDP sama sekali kurang 

memberikan kejelasan apakah badan publik dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana atau tidak. Sementara PT. BPJS sebagai badan 

publik yang menyimpan dan mengelola data pribadi masyarakat sering 

mengalami kebocoran data yang kemudian dijual secara ilegal oleh oknum-

oknum yang tidak bertanggungjawab. 

Ketiadaan aturan yang jelas dan tegas dalam UUPDP telah menimbulkan 

ketidakpastian hukum. Gustav Radbruch dalam teorinya menerangkan bahwa 

kepastian hukum harus muncul di dalam norma hukum positif, dalam hal ini 

adalah UUPDP, jika tidak maka hukum tersebut bukanlah hukum yang baik 

karena menciptakan ketidakadilan. sebaliknya, norma hukum yang 

memberikan kepastian tentu akan melahirkan keadilan. Dengan demikian, 

kasus kebocoran data pada PT. BPJS telah melahirkan ketidakpastian hukum, 
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karena BPJS dipercayakan menyimpan dan mengelola data pesertanya bocor 

dan diperjualbelikan secara ilegal. Akibatnya, subjek data pribadi mengalami 

ketidakadilan.   

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian tesis ini, maka peneliti menyarankan 

beberapa hal: 

1. Sebaiknya PT. BPJS melakukan perbaikan sistem pengamanan data digital 

secara serius sehingga tidak terulan lagi kasus kebocoran data pesertanya. 

2. Sebaiknya Pemerintah dan DPR merevisi UUPDP sehingga ada pasal yang 

menerangkan pertanggungjawaban pidana badan publik yang lalai dalam 

menyimpan dan mengelola data pribadi. 
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